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Abstrak: Perkembangan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan 
hukum sebagai pranata kehidupan bermasyarakat memberikan pengaruh 
yang sangat kuat terhadap perkembangan penerapan hukum pidana di 
Indonesia. Fenomena menunjukkan munculnya berbagai kontroversi 
terhadap proses dan putusan sistem peradilan pidana yang dianggap oleh 
sebagian pihak tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dampak dari 
penerapan konsep hukum pidana yang diwariskan Belanda dan 
mengadopsi konsep-konsep barat dalam pengembangan hukum pidana 
tersebut, ternyata belum dapat mewujudkan tujuan hukum untuk 
memenuhi rasa keadilan masyarakat yang secara alamiah telah memiliki 
nilai-nilai kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik dan permasalahan 
hukum yang dihadapi. Munculnya Konsep restorative justice yang 
dianggap sebagai gagasan baru dalam sistem hukum pidana, pada 
dasarnya memiliki metode dengan pola tradisional penyelesaian konflik 
dan kejatahan yang telah hadir di berbagai kebudayaan sepanjang sejarah 
manusia. Sistem hukum pidana di Indonesia memberikan ruang untuk 
diterapkannya konsep restorative justice, yang secara substansial juga 
tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum pidana Islam. Oleh karena itu, 
konsep restorative justice dianggap sebagai konsep yang tepat dalam 
proses penyelesaian perkara pidana, dan lebih efektif untuk dapat 
memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun demikian, konstruksi konsep 
keadilan restoratif perlu disesuaikan dengan sistem penegakan hukum 
pidana di Indonesia yang menganut konsep keadilan restitutive dalam 
pluralisme budaya. 
Kata Kunci :  Konsep Restorative justice, penegakan hukum pidana, 
rasa keadilan masyarakat, penyelesaian masalah 
hukum, hukum pidana Indonesia, hukum pidana islam. 
 
PENDAHULUAN 
 Pernyataan politik Indonesia sebagai negara hukum 
sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan UUD 1945, bahwa sistem 
pemerintahan Indonesia di dasarkan pada hukum (Retchstaat) dan bukan 
                                                          
1 Anggota Kepolisian Republik Indonesia Bareskrim Polri, Dosen Luar 
Biasa dibeberapa Fakultas Hukum pada Universitas Swasta di Jakarta. 
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sebagai negara kekuasaan belaka (Matchstaat), membawa konsekuensi 
besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai negara hukum, maka 
tindakan dari badan-badan maupun aparat penegak hukum selayaknya 
sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) 
dan ayat (3) Amandemen UUD 1945, jelas terlihat, bahwa hukum dan atau 
konstitusi adalah instrument yang utama dalam melaksanakan 
pemerintahan negara bagi bangsa Indonesia. Konsekuensi dari ketentuan 
Pasal itu adalah kehidupan bersama diatur oleh sistem hukum yang 
merupakan sumber utama dalam mengatur berbagai hubungan di dalam 
masyarakat.2 Hal ini berarti hukum ditempatkan sebagai suatu yang 
supreme dalam kehidupan bersama. 
 Penanggulangan kejahatan3 dengan menggunakan (hukum) 
pidana4 merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu 
sendiri.5 Proses penanggulangan kejahatan melalui jalur pidana ini, 
dilakukan dalam sistem peradilan pidana.6 Menurunnya tingkat kejahatan 
                                                          
2 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002, Mewujudkan 
Supremasi Hukum di Indonesia, Catatan dan Gagasan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, 
Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bersama 
Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, hal : 1. 
3 Definisi kejahatan menurut Bonger yaitu bahwa : “kejahatan adalah 
perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara 
berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”. Lihat Koesnoen, R., A., 
Reksodiputro, B., M., Moeliono, P., M., 1982, Pengantar tentang Kriminologi terjemahan 
dari Bonger, W., A., Inleiding Tot De Criminologie, cetakan VI , Ghalia Indonesia  : 
Jakarta hal : 25 dan 21.  
4 Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari “hukuman”  
yang menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif memberikan kesimpulan tentang definisi 
Pidana dari berbagai yadefinisi yaitu bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri 
sebagai berikut : (1) pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) diberikan dengan sengaja 
oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); (3) 
dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-
undang. Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif., 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, 
Edisi Kedua, Cet. Kedua, Alumni : Bandung, hal : 4. 
5 Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif., 1998, ibid, hal : 148. Gene 
Kassebaum menyebut sebagai “older philosophy of crime control.” Menurut Muladi dan 
Barda Nawawi Arief bahwa penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai 
salah satu upaya mengatasi masalah sosial, masuk dalam bidang kebijakan criminal 
6 Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses 
penegakan hukum pidana, yaitu mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, 
tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses pemeriksaan di depan sidang 
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merupakan indikator penilaian efektivitas kinerja sistem peradilan pidana, 
dan meningkatnya intensitas kejahatan menunjukkan tidak efektifnya 
sistem peradilan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, sistem peradilan 
pidana dari sudut pandang kriminologi7 saat ini, bukan lagi dipandang 
sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai 
”social problem” yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dalam hal-hal 
tertentu sistem peradilan pidana dapat dilihat sebagai faktor kriminogen 
dan viktimogen.8  
 Konsep penegakan hukum di dalam hukum pidana Islam yang 
bersumber dari wahyu Allah SWT, mencerminkan bahwa dalam 
penegakan hukum manusia harus berlaku adil terhadap sesamanya. 
Sebagaimana sitegaskan dalam surat An-Nas ayat : 58 Allah SWT 
berfirman : “Apabila kamu menghukum di antara manusia (“bainan naas”) 
maka hukumlah dengan adil.” Kemudian dalam Surat An-Nisa ayat : 135, 
Allah SWT berfirman : “Tegakkanlah kebenaran dan keadilan walau pada 
dirimu sendiri, ayah ibumu, maupun pada karib kerabat (kroni-kroni) mu”. 
 Meskipun demikian Islam sangat menghargai kebesaran hati 
yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam Al-Qur’an Surah 
An-Nûr ayat 22 bahwa  “Hendaklah mereka memberi maaf dan 
                                                                                                                                                               
pengadilan hingga proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Lihat Muladi 
dan Barda Nawawi, ibid, hal : 197. Lihat juga Barda Nawawi Arief, 2006, Kapita Selekta 
Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, Semarang, hal. 20. 
7 Kriminologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. 
Ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi prancis, memberikan 
definisi secara harfiah dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” 
yang berarti ilmu pengetahuan. Lihat Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2008, Kriminologi, 
Edisi 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta : hal : 3. 
8 Menurut W. Clifford bahwa ”the rises in crime have eufficeint to attract 
attention to the inefficiency of the present criminal justice structure as a mechanism for 
crime prevention.” (meningkatnya kejahatan telah cukup untuk menarik perhatian pada 
tidak efisiennya struktur peradilan pidana yang sekarang ada sebagai suatu mekanisme 
pencegahan kejahatan). Sama dengan penyataan Johannes Andenaes bahwa ”It is 
sometimes said that the high incidence of crime, or the rising crime rate, is evidence of 
the fitility of impotence of the present system” (semakin tinggi dan meningkatnya angka 
rata-rata kejahatan, merupakan bukti kegagalan atau ketidak mampuan (impotensi) 
sistem yang ada sekarang). Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif, opcit, hal : 196. 
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melapangkan dada, tidakkah kamu ingin diampuni oleh Allah?”. Konsep 
Memaafkan lebih baik dari balas dendam, sebagaimana tercantum dalam 
al-Qur’an surah An-Nisa ayat 149 yang artinya bahwa : “barang siapa 
memaafkan dalam keadaan mampu (untuk membalas) niscaya Allah 
memaafkannya pada hari yang sulit.” dan jika kamu maafkan dan kamu 
santuni serta ampuni (mereka), kemudian dalam Al-Qur”an Surah At-
Taghaabun ayat  14 bahwa : “….dan jika kamu maafkan dan kamu santuni 
serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya 
memaafkan lebih mulia dari balas dendam. Demikianlah sehingga hukum 
qishash sekalipun dalam konsep hukum pidana Islam dapat dimaafkan.9  
 Konsep penegakan hukum pidana menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sebagaimana dirumuskan di 
dalam UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan 
Hukum Pidana,10 menganut dua mekanisme proses hukum pidana yaitu 
tindak pidana yang merupakan delik murni dan tindak pidana yang 
merupakan delik aduan.11 Delik aduan merupakan tindak pidana yang 
                                                          
9  Lihat Zainuddin Ali, 2009, Hukum Pidana Islam, edisi 1 cetakan 
ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hal : 24-25. Menjelaskan tentang dasar hukum sanksi 
pembunuhan di dalam al-Qur’an. Berdasarkan al Qur’an surah al-Baqarah ayat 179 yang 
artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu 
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang 
baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf 
dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan 
kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesuadah itu, maka 
baginya siksa yang sangat pedih.” 
10 (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo UU No. 73 Tahun 
1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang 
telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan 
dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850),. 
11 Di dalam penjelasan Pasal 72 KUHP dijelaskan bahwa ” dalam 
prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakili oleh polisi, 
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sewaktu-waktu dapat dicabut pengaduannya oleh pengadu, atau yang jika 
tidak diadukan kepada pihak berwajib, maka negara yang diwakili oleh 
Polisi, jaksa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses hukum. 
Sedangkan delik murni merupakan bentuk tindak pidana yang tidak dapat 
dicabut sewaktu-waktu oleh pihak yang melaporkan atau mengadukan, 
oleh karena kewenangan menuntut ada pada Jaksa. Di dalam 
perkembangan proses penegakan hukum pidana ternyata perkara-
perkara yang merupakan delik murnipun banyak yang dicabut laporannya 
dan dihentikan penyidikannya oleh penyidik, atau penuntut umum, 
dengan pertimbangan telah dilakukan penyelesaian secara damai antara 
pihak korban (pelapor) dan pihak tersangka, pertimbangan kemanusiaan, 
dan pertimbangan kepentingan umum. 
 Fenomena penegakan hukum di Indonesia dalam satu dekade 
terakhir telah memberikan gambaran tentang proses penegakan hukum 
yang menimbulkan kontroversi, polemik, bentuk perlawanan, protes atau 
kritik tajam dari berbagai pihak. Misalnya, berbagai kasus aktual yang 
menarik seperti : Kasus nenek Minah yang berusia lima puluh lima tahun, 
Warga Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten 
Banyumas yang dituduh mencuri 3 biji buah kakao di PT. Rumpun Sari 
Antan 4 di desa Darmakradenan yang kemudian Pengadilan Negeri 
Purwokerto, Jawa Tengah menvonis pidana penjara selama satu bulan 
lima belas hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani 
terdakwa.12 Kasus lain seperti pencurian semangka senilai Rp 30.000,- 
                                                                                                                                                               
kejaksaan dan kehakiman, tanpa permintaan dari yang kena peristiwa pidana itu, segera 
bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-
orang yang bersalah. Akan tetapi, dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, 
hampir semua kejahatan, yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari 
orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini biasa disebut pula : 
delik aduan.” Lihat Soesilo, R., 1995, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta 
komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Cet. 1, Politeia : Bogor, hal : 86-87. 
12 Saladin Ayyubi/Global/fit, Kamis, 19 November 2009, Hakim 
Menitikkan Air Mata Baca Putusan Nenek Pencuri 3 Biji Buah Coklat, News-Nusantara, 
Website Internet : http://news.okezone.com/read/2009/11/20/340/277729/340/hakim-
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oleh Basar Suyanto dan Kholil, oleh Pengadilan Negeri Kediri, Jawa 
Timur, menvonis 15 hari dengan masa percobaan satu bulan.13  
 Gambaran contoh kasus aktual yang terjadi di Indonesia 
tersebut di atas, merupakan contoh nyata sistem formil pidana lebih 
bersifat represif tanpa memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. 
Hal ini seringkali menimbulkan reaksi, kontroversi dan sorotan yang 
sangat tajam kepada aparat penegak hukum dengan berbagai sudut 
pandang dan argumentasi masing-masing. Sebagian pihak menganggap 
bahwa aparat penegak hukum terjebak dalam pikiran-pikiran hukum 
normatif, bahwa hukum memberi kesan angker dan menakutkan untuk 
masyarakat.  
 Secara substansial, penegakan hukum pidana di Indonesia 
memberikan peluang untuk melakukan proses hukum yang sesuai 
dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman14 yang memberikan 
kewajiban bagi Hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti,dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Ketentuan Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa hakim dapat memberikan 
                                                                                                                                                               
menitikkan-air-mata-baca-putusan-nenek-pencuri-3-biji-buah-coklat, diakses tanggal 25 
September 2011 
13 IGN sawabi, Rabu, 16 Desember 2009, Pencuri Semangka Divonis 15 
Hari Penjara, Website Internet : 
http://regional.kompas.com/read/2009/12/16/13074643/pencuri.semangka.divonis.15.hari
. penjara, diakses tanggal 25 September 2011. 
14 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. UU ini mencabut 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4358) yang mengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879). Di 
dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) tersebut dirumuskan bahwa “Ketentuan ini 
dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. 
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pertimbangan yang didasarkan pada the living law yang tidak tertulis atau 
belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan tertulis sebagaimana 
dimaksudkan oleh asas legalitas. Bahkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa 
Pengadilan dilarang menolak suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukumnya tidak ada atau kurang jelas dan wajib memeriksa dan mengadili 
perkara tersebut. 
 Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya 
kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigma 
Pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari konsep restitutif 
justice (criminal justice) ke konsep Restorative Justice.15 Ahmad Ali 
menyebut restorative justice ini sebagai konsep modern hukum pidana16. 
Ahmad Ali juga membandingkan antara restorative justice dengan 
Restitutive Justice dalam konsep penyelesaian perkara pidana.17  
Berdasarkan fenomena yang digambarkan dalam latar belakang di atas, 
maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana eksistensi konsep 
restorative justice dalam sistem hukum pidana di Indonesia? 
                                                          
15  Konsep Restorative Justice diperkenalkan oleh Braithwaite pada 
tahun 1980an, sebagai pendekatan dalam sistem penghukuman, karena terinspirasi oleh 
masyarakat Maori dalam menangani penyimpangan di lingkungan mereka, yang 
menekankan penyelesaian masalah dengan melibatkan masyarakat dan petinggi 
masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Lihat 
Manshur Zikri, 1 Juni  2011, Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian 
Perkara Yang Mengedepankan Kepentingan Perempuan Sebagai Korban Kekerasan 
Seksual, Website Internet : http://manshurzikri. wordpresscom, diakses tanggal 25 
September 2011 
16  Ahmad Ali, 21 Desember 2011, Restorative (RJ) adalah konsep 
Modern Hukum Pidana, Harian Fajar, Makassar, Hal 4 kolom 1. Dalam tulisannya 
tersebut Ahmad Ali mengutif definisi restorative justice dari buku Dictionary of conflict 
resolution, compiled and edited by Douglash, Yrn, 1999 ; p. 381  yaitu : “Restorative 
justice is criminal justice concept that views crime as violation of people, not as a violation 
of the state, and creates an obligation to the victim and to the community to make things 
right. It focuses on the crime’s harm rather than on the broken rule and emphasizes 
redress for the victim and the community for the effects of the wrong doing over 
punishment imposed by the state. Restorative justice models may provide for appropriate 
dialogue, direct or indirect, between the victim and offender in the form af victim-offender 
mediation”. 
17  Ahmad Ali, opcit, hal : 247. 
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PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
 Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya 
kecenderungan mengalami pergeseran paradigma Pemidanaan dalam 
sistem hukum pidana disebabkan oleh sedikitnya tiga faktor utama18 yaitu : 
Perkembangan Hak Asasi Manusia; Perubahan pandangan masyarakat 
atas kejahatan dan perubahan pandangan masyarakat terhadap penjahat 
itu sendiri. Perkembangan perhatian dan penguatan terhadap 
perlindungan Hak Asasi Manusia, memandang pemidanaan yang 
memberikan pembenaran terhadap pemberian sanksi berupa nestapa 
kepada seseorang sebagai akibat perbuatan pidana yang dilakukan, 
sepintas bertentangan dengan HAM. Perkembangan perhatian terhadap 
HAM mengakibatkan sejumlah hukuman kemudian ditinjau ulang karena 
dianggap tidak manusiawi seperti hukuman mati. Bahkan sejumlah 
Negara Arab yang menganut Islam dan meratifikasi Konvensi anti 
penyiksaan, meninjau ulang hukuman potong tangan.19  
 Faktor perubahan pandangan masyarakat atas kejahatan, 
setelah sebelumnya pidana yang dikenal adalah pidana mati dan pidana 
siksaan badan dengan menitik beratkan pada paham pembalasan 
(retribusi), kemudian bergeser menjadi pidana penjara yang dianggap 
sebagai bentuk pemidanaan yang lebih modern karena memberikan 
kesempatan kepada orang untuk memperbaiki diri, dengan menitik 
beratkan pada paham perbaikan (resosialisasi).20 Perkembangan 
                                                          
18 Eva Achjani Zulfa, 2006, Pergeseran Paradigma Pemidanaan di 
Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke -36 No. 3 Juli – September 2006, 
hal : 393. 
19 Ibid, hal : 394-395. Sudut pandang HAM diperkuat dengan 
lahirnya DUHAM khususnya Pasal 3 yang mengatur tentang Hak Hidup, yang juga diatur 
dalam ketentuan Pasal 6 ICCPR (International covenant Civil and Political Rights) dan 
Pasal 6 Konvensi tentang hak anak, maka sejumlah hukuman seperti hukuman mati 
kemudian ditinjau ulang karena dianggap tidak manusiawi.   
20 Ibid, hal : 396   
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kemudian pidana penjara dipandang dapat menghasilkan stigma dan 
nestapa serta akibat lain yang negative terhadap seseorang pelaku tindak 
pidana, disamping membebani keuangan Negara, sehingga kemudian 
muncul pidana denda, meskipun kemudian jenis pidana denda ini juga 
diragukan karena sangat relative tergantung tingkat prekonomian 
seseorang.21  
 Salah satu konsep yang tepat untuk mengatasi berbagai 
kontroversi output dari proses hukum sebagaimana digambarkan di atas 
adalah Pendekatan restorative justice system. Pendekatan restorative 
justice system dalam penyelesaian perkara pidana (penal) dianggap 
sebagai suatu metode baru, meskipun pola-pola yang digunakan sebagian 
besar telah mengakar dalam nilai-nilai kearifan lokal masyarakat primitif.22  
Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang 
lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan 
keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Mekanisme 
tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah 
menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas 
penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak 
korban dan pelaku.23 
                                                          
21 Ibid, hal : 397. Pidana denda yang semula merupakan jenis 
hukuman dalam kasus keperdataan saja dan merupakan ganti rugi atas kerusakan yang 
ditimbulkan seseorang. Perbedaan denda dengan ganti rugi terletak pada siapa yang 
akan dibayarkan, jika denda maka yang dibayarkan adalah Negara sedangkan jika ganti 
rugi maka yang dibayarkan adalah langsung kepada orang yang menderita kerugian. 
Lihat Andi Hamzah, 1986, system pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Restribusi ke 
Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, hal : 43. 
22 Menurut Braithwaite bahwa : “according to its proponent, restorative 
justice is not a new invention. Rather, it is a return to traditional pattern of dealing with 
conflict and crime that had been present in different cultures throughout human history. 
Braithwaite, J. 2002, restorative justice and Responsive Regulation, oxford University 
Press, p. 1. Lihat juga Margarita Zernova, 2007, Restorative Justice, Ideals and Realities,  
Ashgate Publishing Limited, p. 7 
23 Jecky Tengens, Selasa, 19 July 2011, Pendekatan Restorative Justice 
dalam Sistem Pidana Indonesia, Website Internet : http://hukumonline.com/berita/ baca/ 
lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia, diakses 
tanggal 25 September 2011. 
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  Aristoteles membedakan keadilan di dalam tiga jenis, yaitu : (a) 
Keadilan distributif, memberikan sama yang sama dan memberikan tidak 
sama yang tidak sama, (b) Keadilan komutatif, yaitu penerapan asas 
proporsional dan (c) Keadilan remedial, memulihkan sesuatu ke keadaan 
semula, biasanya dalam perkara ganti rugi. James Dignan mengutip Van 
Ness dan Strong (1997),24 menjelaskan bahwa restorative justice pada 
mulanya berangkat dari usaha Albert Eglash (1977) yang berusaha 
melihat tiga bentuk yang berbeda dari peradilan pidana. Pertama, keadilan 
retributif, yang penekanan utamanya adalah pada penghukuman pelaku 
atas apa yang dilakukan. Kedua, keadilan “distributif’, yang penekanan 
utamanya adalah pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Ketiga, keadilan 
“restoratif’, yang secara luas disamakan dengan prinsip restitusi. 
Restorative justice dianggap sebagai salah satu cara untuk memediasi 
antara korban dan pelaku kejahatan dalam usaha untuk menyelesaikan 
permasalahan, yang mendepankan kepentingan korban di atas yang 
lainnya. 
 Sejalan dengan berkembangnya pemahaman dan pengetahuan 
tentang hukum, keadilan juga dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu (1) 
Keadilan restitutif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses litigasi di 
pengadilan, di mana fokusnya adalah pada pelaku. Bagaimana 
menghukum dan membebaskan pelaku. (2) Keadilan restoratif, yaitu 
keadilan yang difokuskan pada pemulihan kerugian korban akibat dari 
tindak pidana yang dilakukan melalui proses dialog dan mediasi untuk 
menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih 
adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. 
 
Konsep Keadilan 
                                                          
24 Dignan, James. Understanding Victims and Restorative Justice. 
England: Open University Press, 2005, Manshur Zikri, 1 Juni  2011, opcit. 
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 Kata “keadilan” 25 yang dalam bahasa inggris diterjemahkan 
sebagai justice merupakan kata yang seringkali dibicarakan terkait dengan 
hukum. Bahkan banyak ahli yang menyatakan bahwa hukum bertujuan 
untuk mewujudkan keadilan. Meskipun demikian, jika dikaji lebih 
mendalam hakekat dari tujuan hukum maka sesungguhnya hukum 
bukanlah mencari kebenaran, oleh karena hukum dibedakan berdasarkan 
ruang dan waktu 26 sehingga hukum hanya mencari keabsahan dan 
keberlakuan. Bahkan keadilan sendiri bukanlah tujuan dari hukum akan 
tetapi keadilan hanyalah salah satu prasyarat yang harus diwujudkan 
untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. 
 Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar 
manusia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Besarnya tuntutan akan keadilan sebenarnya merupakan tuntutan 
normative yang muncul pada semua tingkatan kehidupan sosial.27 Bahkan 
ketika manusia sepakat atas esensi keadilan, maka mau tidak mau 
keadilan harus mewarnai prilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan 
                                                          
25   Black Law Dictionary memberikan definisi tentang “Justice” 
sebagai : “the fair and proper administration of laws”. Bryan A. Garner, 1999, Black’s Law 
Dictionary, Seventh Edition, St. Paul. Minn. West Publishing, Company, p. 869. Menurut 
Aristoteles bahwa “justice is a political virtue, by the rules of it, the state is regulated and 
these rules the criterion of what is right”. Ahmad Ali, 2009, Menguak teori Hukum (Legal 
Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang 
(Legalprudence), Volume I Pemahaman awal, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Kencana 
Prenada Media Group, Jakarta, hal : 217 
26  Sukarno Aburaera dkk, mengatakan bahwa Keadilan dalam cita 
hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan 
ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti, dan akan terus berlanjut sampai 
manusia berhenti beraktivitas lagi. Lihat Sukarno aburaera, Muhadar dan Maskun, 2009, 
Filsafat Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, hal : 
205. 
27  Faturochman, 1999, Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi, 
Buletin Psikologi, Tahun VII, No.1, Juni 1999, 13-27, hal : 1. Lebih lanjut dikatakan bahwa 
masalah yang sesungguhnya bukan ada tidaknya keadilan, tetapi lebih dikarenakan 
formulasi keadilan.tetapi lebih dikarenakan formulasi keadilan. Bahwa Keadilan dapat 
dilihat dari berbagai sudut yaitu : Pada tingkatan moral, keadilan menjadi nilai yang 
sangat dijunjung tinggi oleh segenap lapisan masyarakat. Pada tingkat operasional di 
dalam masyarakat masalahnya menjadi sangat kompleks dan sulit serta sering tidak 
mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Pada tingkat individu, keadilan juga 
sulit diformulasikan. Makin sulit menemukan orang yang benar-benar memegang 
keadilan sebagai nilai Menurut hemat penulis, masalah yang sesungguhnya bukan ada 
tidaknya keadilan kehidupan dan moralitas yang dijunjung tinggi 
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dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan 
pemerintah, dengan alam dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya.28  
 Hubungan antara keadilan dan hukum pada hakekatnya 
tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Hukum dan keadilan 
sesungguhnya merupakan dua elemen yang saling bertautan yang 
merupakan “condition sine qua non” bagi yang lainnya.29 Bahwa hukum 
adalah manifestasi eksternal dari keadilan, dan keadilan merupakan 
internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum 
(supremacy of law) adalah supremasi keadilan (supremacy of justice) 
begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif. Hukum tidak 
berada dalam kemutlakan undang-undang, tapi hukum berada dalam 
kemutlakan keadilan.30 Makna yang terkandung dalam konsepsi keadilan 
islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan 
sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang 
menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. 31 
 
 
 
 
Konsep Restitutive justice 
 Menurut Howard Zehr sebagaimana yang dikutif oleh Ahmad ali32 
bahwa konsep restitutive justice (criminal justice) adalah konsep 
penyelesaaian perkara pidana yang memandang bahwa : 
                                                          
28  Sukarno aburaera, Muhadar dan Maskun, 2009, Opcit, hal : 201 
29  Ibid, hal : 203. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Hukum yang hanya 
bisa dipandang sebagai hukum jika tidak menentang keadilan, sehingga konsekwensinya 
ialah peraturan yang tidak adil bukanlah hukum yang sebenarnya 
30  Ibid, hal : 203.  
31  Ibid, hal : 217. 
32  Ahmad Ali, opcit, hal : 247. 
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1) Crime is a violation of the law and the state (kejahatan adalah suatu 
pelanggaran terhadap hukum dan Negara). 
2) Violation create quilty (pelanggaran menciptakan kesalahan. 
3) Justice requires the state to determine blame (guilt) and impose pain 
(punishment). (keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan 
kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. 
4) Central focus : offenders getting what they deserve. (fokus sentral : 
pelanggar mendapatkan ganjaran setimpal dengan pelanggarannya. 
 Konsep Restitutive justice (criminal justice) inilah yang 
dianut oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menitik beratkan 
penegakan hukum pidana pada pembuktian kesalahan pelaku kejahatan. 
Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum pidana dipahami bahwa 
substansi hukum pidana lebih fokus pada akibat dari suatu tindak pidana, 
sedangkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana lebih dipandang sebagai 
fakta atau bukti dari perbuatan pidana tersebut, bukan sebagai akar 
masalah yang seharusnya mejadi fokus perhatian untuk mengembalikan 
pada situasi awal. 
 Menurut hemat penulis, maka ada beberapa kelebihan dari 
konsep restitutive justice ini yaitu antara lain : 
1) Memberikan kepastian hukum bagi pelaku kejahatan dan kepada 
masyarakat, terutama kepastian proses dan kepastian putusan. 
2) Proses penyelesaian perkara dapat diukur dari prosedur dan standar 
minimum dan maksimum. 
3) Memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi masyarakat. 
 Kemudian kelemahan dari konsep ini antara lain : 
1) Lebih mengutamakan keadilan komunitas dari pada keadilan korban. 
2) Kerugian, kerusakan dan penderitaan korban seringkali tidak terobati. 
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3) Menciptakan image yang jelek bagi pelaku meskipun telah menjalani 
hukuman. 
4) Kurang memperhatikan hubungan emosional antara korban dengan 
pelaku serta keluarganya, di masa yang akan datang. 
5) Membutuhkan waktu dan biaya yang besar dalam prosesnya. 
 
Konsep Restorative Justice 
 Menurut Tony F. Marshall bahwa definisi Restorative justice 
yang diterima secara umum dan digunakan secara internasional 
adalah : “Restorative Justice is a process whereby parties with a 
stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the 
aftermath of the offence and its implications for the future.” 
(Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu secara kolektif 
menangani bagaimana akibat dari pelanggaran dan implikasinya 
untuk masa depan).33  
 Definisi Restorative Justice menurut Restorative Justice 
consortium 2006, yaitu34 : 
“Restorative justice works to resolve conflict and repair harm. 
it encourages those who have caused harm to acknowledge 
the impact of what have done and gives them an opportunity 
to make reparation. it offers those who have suffered harm the 
opportunity to have their harm or loss acknowledged and 
                                                          
33  Marshall, Tony F. 1999. Retorative Justice an Overview. London 
: Home Office, Information & Publications Group, p. 5. Tony F. Marsall menjelaskan 
bahwa Keadilan restoratif adalah pendekatan pemecahan masalah kejahatan yang 
melibatkan para pihak sendiri, dan masyarakat umumnya, dalam hubungan aktif dengan 
badan-badan hokum (Restorative Justice is a problem-solving approach to crime which 
involves the parties themselves, and the community generally, in an active relationship 
with statutory agencies). 
34 Lihat Liebmann, Mariam, 2007, Restorative Justice : How it Works, 
Jessica Kingsley Publishers, London : p. 25.. 
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amends made.” (Keadilan restoratif bekerja untuk 
menyelesaikan konflik dan memperbaikan kesalahan, 
mendorong mereka yang telah menyebabkan kerugian untuk 
mengakui dampak dari apa yang telah dilakukan dan 
memberikan mereka kesempatan untuk membuat perbaikan, 
menawarkan mereka yang telah menderita kerugian memiliki 
kesempatan untuk diganti kerugian mereka atau diakui 
kerugiannya dan menebus kesalahan yang dibuat). 
 Howard Zehr dalam bukunya “the little book of Restorative 
Justice” memberikan definisi tentang Restorative justice yaitu35 : 
“Restorative justice is a process to involve to the extent 
possible, these who have a stake in a specific offence and to 
collectively identify and address harms, needs, and 
obligations, in order to heal and put things as right as 
possible.”   
 Menurut Howard Zehr bahwa restorative justice dimaknai 
sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan 
pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai 
kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik. Kemudian 
secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, 
kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan 
menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju 
untuk diselesaikan. Kemudian menurut Sharpe keadilan restoratif 
memiliki karakteristik yang fundamental dengan beragam nilai yang 
                                                          
35 Lihat Howard Zehr, 2002, The Little Book of Restorative Justice, Good 
Books Intercourse, United State Of America, p. 37. Bahwa Keadilan restoratif adalah 
proses yang untuk melibatkan sejauh mungkin, para pihak yang memiliki andil dalam 
suatu pelanggaran tertentu dan secara kolektif mengidentifikasi dan mengatasi bahaya, 
kebutuhan, dan kewajiban, untuk menyembuhkan dan meletakkan segala sesuatu 
sebenar mungkin. 
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disebut dengan pengikutsertaan (partisipasi), demokrasi, tanggung 
jawab, pemulihan, keamanan, penyembuhan, dan reintegrasi.36  
 Selanjutnya menurut United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC), keadilan restoratif merujuk pada proses untuk 
memecahkan tindak pidana (kejahatan) dengan memusatkan pada 
perbaikan kerugian (luka) korban, menetapkan pelaku bertanggung 
jawab atas tindakannya, dan melibatkan masyarakat dalam 
menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Dengan demikian 
proses restorative merupakan setiap proses yang mana korban dan 
pelaku atau individu lainnya atau anggota komunitas yang 
terpengaruh oleh suatu tindak pidana, mengambil bagian bersama 
secara aktif dalam penyelesaian berbagai masalah yang muncul 
akibat tindakan pidana tersebut dengan bantuan fasilitator.37 
 Luna menunjukkan terdapat 3 (tiga) prinsip yang dapat 
disatukan dalam pendekatan keadilan restoratif, Ketiga prinsip tersebut 
meliputi :38  
1) Tindak pidana tidak hanya menyebabkan kerugian/luka kepada 
negara, tetapi juga korban, pelaku, dan komunitas. Oleh karena itu, 
pelaku terutama telah merusak hubungan antar manusia dan kedua 
telah melakukan pelanggaran hukum; 
2). Korban, pelaku, komunitas, dan pemerintah harus bersikap aktif 
terlibat dalam proses peradilan pidana dari titik yang paling awal 
hingga titik yang paling maksimal; 
                                                          
36 Yayasan Pemantau Hak Anak, Children’s Human Rights 
Foundation, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi 
Manusia Internasional, hal : 8 
37 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Handbook 
on Restorative Justice Programmes. dikutip oleh Yayasan Pemantau Hak Anak, 
Children’s Human Rights Foundation, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam 
Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, hal : 8 
38 Ibid, p : 7 dikutip dari Luna, E. (2001). Reason and Emotion in 
Restorative Justice. (Paper provided to author, 2001,p. 12). 
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3). Pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara tata tertib dan 
komunitas (masyarakat) bertanggung jawab membangun 
perdamaian untuk memajukan keadilan. 
 Mengacu pada urain di atas maka keadilan restoratif 
merupakan salah satu cara untuk menjawab permasalahan perilaku 
tindak pidana dengan menyeimbangkan kebutuhan komunitas, korban, 
dan pelaku. Komunitas menjadi bagian penting dari proses keadilan 
restoratif karena (i) tindak pidana bisa berasal dari pola-pola hubungan 
dan kondisi sosial komunitas; dan (ii) pencegahan tindak pidana dalam 
beberapa hal juga menjadi tanggung jawab komunitas (bersama 
pemerintah pusat dan lokal dalam mengembangkan kebijakan sosial) 
untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang menjadi penyebab tindak 
pidana. 
 Menurut pendapat penulis, bahwa konsep Restorative justice ini 
juga memiliki kelebihan diantaranya : 
1) Dapat memulihkan kerugian, kerusakan atau penderitaan korban 
serta memberikan rasa adil bagi korban. 
2) Dapat menghilangkan stigma negative bagi pelaku di mata 
masyarakat, terutama bagi korban dan keluarganya. 
3) Dapat mengembalikan hubungan baik antara pelaku, korban, 
keluargannya serta masyarakat di masa yang akan datang. 
4) Mendidik pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. 
5) Prosesnya relative cepat dan biaya ringan. 
 Menurut hemat penulis, bahwa konsep restorative justice juga 
memiliki kelemahan antara lain : 
1) Tidak ada keseragaman hukuman (sanksi) yang dapat dipandang 
tidak adil bagi si miskin. 
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2) Perbedaan Nilai perbuatan baik-jahat tidak lagi menjadi penting, 
perbuatan dapat dinilai dengan materi. 
3) Dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, untuk keuntungan 
pribadi, ataau menjadi mata pencaharian. 
4) Tidak ada unifikasi dalam proses peradilan pidana, karena akan 
berbeda tiap daerah. 
 
Penerapan Konsep Restorative justice dalam hukum pidana 
 Substansi dari konsep restorative justice yang dapat 
membedakan dengan konsep criminal justice menurut Ahmad Ali 
adalah : 39 
1) Bahwa Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan 
hubungan antara warga masyarakat. 
2) Pelanggaran menciptakan kewajiban 
3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga 
masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala 
sesuatunya secara benar. 
4) Focus sentralnya : para korban membutuhkan pemulihan kerugian 
yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan 
pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya 
dengan cara pengakuan bersalah, permohonan maaf dan rasa 
penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun 
restitusi). 
 Hakekat dari konsep keadilan restorasi ini, sesungguhnya 
adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. 
Manusia adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial yang tidak luput 
                                                          
39  Lihat Ahmad Ali, 2009, Opcit, hal : 249-250. 
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dari kesalahan dan kehilafan. Persoalannya adalah orang yang 
berwenang atau berhak memberikan hukuman terhadap orang lain 
yang dianggap melakukan kejahatan atau melanggar aturan hukum, 
belum tentu lebih baik dari orang yang dihukum, bahkan belum tentu 
hukum yang dijadikan dasar memiliki integritas keadilan. Di dalam 
filsafat ketuhanan, maka Tuhanlah yang paling adil, paling bersih dari 
kesalahan, paling kuasa dan paling kekal. Oleh karena itu hanya 
Tuhanlah yang paling pantas memberikan hukuman. Selain itu, 
manusia harus memiliki sifat saling memaafkan, saling memperbaiki 
dan saling melindungi di antara sesama. Bagi korban yang dirugikan, 
akan lebih bermanfaat jika kerugiannya diganti, diobati atau 
dikembalikan seperti sedia kala. Dan terhadap pelaku, diberikan 
kesempatan untuk sadar dan memperbaiki kekeliruan yang telah 
dilakukan, serta mengintegrasikan kembali hubungan baik antara 
korban dan pelaku. 
 Dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintakan 
pertanggungjawaban pidana, harus diperhatikan keterkaitan antara 
pikiran (thought), perasaan (feeling), dan tindakan (action) sebagai 
elemen penting dalam menentukan kesalahan dan mengambil 
keputusan hukum atas kesalahan tersebut. 40 Asumsi ini 
sesungguhnya menegaskan 2 (dua) criteria penting untuk menuntut 
tanggung jawab hukum, yakni mens rea (guilty of mind) dan actus 
reus (guilty act). Kriteria pertama, mens rea, mengatakan bahwa 
subyek disebut melakukan tindak pidana dan karenanya pantas 
dikenai tanggung jawab hukum kalau seseorang tersebut 
mengetahui dan mengerti tentang apa yang dilakukannya. Dengan 
kata lain, subyek dalam kapasitas mental yang pantas untuk dikenai 
                                                          
40  Andre Ata Ujan, 2009, Filsafat Hukum: Membangun Hukum, 
Membela Keadilan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta dalam Yayasan Pemantau Hak Anak, 
Children’s Human Rights Foundation, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam 
Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, hal : 5 
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tanggung jawab hukum. Pengetahuan dan pengertian tidak cukup 
untuk menetapkan seseorang melakukan tindak pidana, harus 
terbukti bahwa subyek melakukan atau nyata-nyata melakukan 
kejahatan yang tuduhkan padanya (actus reus). Kriteria kedua, actus 
reus, penting karena menjadi bukti yang paling jelas bahwa 
tersangka tidak saja mengerti, tetapi juga memiliki kemampuan untuk 
melakukan perbuatan yang disangkakan.  
 mengkaji lebih mendalam hakekat penyelesaian perkara 
melalui konsep restorative justice ini, maka sesungguhnya 
merupakan konsep yang sudah ada dalam pola penyelesaian 
perkara pidana adat. Pendekatan Restorative justice digunakan juga 
dalam sistem hukum pidana adat yang sudah berabad-abad 
lamanya. Sebutlah misalnya dalam sistem hukum pidana adat 
Papua, mekanisme penyelesaian masalah melalui sidang adat lebih 
mengutamakan musyawarah mufakat, nilai keadilan tercermin pada 
pengembalian kerugian korban. Jadi fokus kesepakatan 
penyelesaian perkara pada pemulihan korban. 
 Konsep restorative justice ini juga sudah ada dalam sistem 
pemidanaan pada masyarakat madani.41 Masyarakat Madani 
didasarkan pada konsep negara Kota Madinah pada tahun 622 
Masehi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep 
masyarakat madani ini tertuang dalam piagam Madinah yang 
bernuansakan Islami, berisi wacana “kebebasan beragama, 
persaudaraan antar umat beragama, perdamaian dan kedamaian, 
                                                          
41 Istilah Masyarakat Madani merupakan terjemahan atau kata lain dari 
civil society meskipun banyak pihak yang belum sepakat tentang kedua istilah itu 
dimaknai sama. Istilah masyarakat madani diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia 
Anwar Ibrahim dalam ceramahnya di festival Istiqlal tahun 1991 yang kemudian populer 
dengan istilah civil society. Sunyoto Usman, 9 Oktober 2001,  Peran Civil Society 
(masyarakat Madani) dalam tata pemerintahan, Makalah disampaikan pada seminar 
‘Membangun Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Madani untuk Mewujudkan 
Tata Pemerintahan yang Baik’, diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional, Jakarta : hal 1 
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persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta 
konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan 
keadilan.” Konsep masyarakat madani dalam piagam Madinah pada 
prinsipnya mengarah pada terciptanya masyarakat demokratis, dapat 
menghormati hak-hak azasi individu sesuai dengan rambu-rambu 
yang ditentukan oleh Al-Quran.42 
 Dalam konsep Masyarakat Madani yang didasarkan pada nilai-
nilai wahyu yang ada dalam Alqur’an, maka mekanisme 
penyelesaian masalah yang terjadi antar individu lebih 
mengutamakan konsep persaudaraan di antara ummat muslim pada 
waktu itu. Konsep Memaafkan lebih baik dari balas dendam, 
sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an surah An-Nisa ayat 149 
yang artinya bahwa : “barang siapa memaafkan dalam keadaan 
mampu (untuk membalas) niscaya Allah memaafkannya pada hari 
yang sulit.” 
  Penyelesaian perkara pidana dalam konsep hukum pidana 
Islam sebagaimana diuraikan dalam al-Qur’an seperti yang 
disebutkan di atas, mencerminkan bahwa sistem penyelesaian 
perkara dalam konsep masyarakat madani lebih mengedepankan 
aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Konsep keadilan dimaknai 
sebagai sikap bathín dan kepuasan rohani bagi kedua pihak yang 
bersengketa sebagai tujuan dari kesepakatan. Konsep inilah yang 
kemudian diterapkan dalam konsep Restorative justice. 
 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka konsep 
Restorative Justice pada prinsipnya dapat diterapkan dalam sistem 
peradilan pidana. Hal ini, jika dikaitkan dengan konsep penyelesaian 
                                                          
42  Safrudin Setiabudi, Mewujudkan Masyarakat Madani Melalui 
Pendidikan dalam Perpektif Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta 
September 2003 : hal : 3 
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perkara pidana didasarkan pada nilai-nilai kearifan budaya lokal, 
yang memiliki nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, 
maka konsep restorative justice sangat tepat. Bahkan di Papua telah 
merumuskan secara eksplisit dalam ketentuan UU No. 21 Tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, khususnya 
dalam ketentuan Pasal 50 dan 51, mengadopsi sistem hukum pidana 
adat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana di 
Papua.  
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
 Sebagai kesimpulan dalam tulisan ini adalah : 
a. Bahwa ada kecenderungan pergeseran paradigma pemidanaan dan 
konsep penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam 
perkembangan hukum pidana, masyarakat cenderung lebih memilih 
penyelesaian perkaranya dengan didasarkan pada konsep restorative 
Justice.  
b. Bahwa konsep keadilan restorasi ini, sesungguhnya adalah 
penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Hakekat 
keadilan dalam konsep restorative justice ini adalah merefleksikan 
keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga 
prilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai prilaku yang 
menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian 
perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan 
tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan 
dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan 
mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau 
setidaknya menyerupai kondisi semula. Meskipun tetap diberikan 
sanksi akan tetapi lebih ringan dari konsep pemidanaan seperti dalam 
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konsep restitutive justice. Selain itu, mengintegrasikan kembali 
hubungan antara pelaku, korban dan komunitas yang terganggu 
keseimbangannya oleh kejahatan yang terjadi. 
c. Bahwa substansi hukum positif di Indonesia, ya ng juga didukung oleh 
konsep penyelesaian perkara pidana didasarkan pada nilai-nilai 
kearifan budaya lokal, yang memiliki nilai-nilai kekeluargaan, 
musyawarah dan mufakat, maka konsep restorative justice pada 
prinsipnya dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di 
Indonesia. 
 
Saran 
 Bahwa mengingat konsep restorative justice selain memiliki 
kelebihan  tetapi juga memiliki kelemahan-kelemahan, maka penerapan 
konsep restorative justice dalam penegakan hukum pidana diperlukan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Penerapan konsep restorative justice khususnya terkait metode 
penyelesaian perkara harus dimodivikasi sesuai dengan motto “forgive 
but not forget” (memaafkan tetapi tidak melupakan), artinya meskipun 
kerugian dan penderitaan korban telah dipulihkan tetapi terhadap 
pelaku tetap diberikan sanksi meskipun sanksi tersebut ringan, yang 
bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku, efek prevensi bagi yang 
lain, tetapi juga tetap menjaga nilai moral dan etika bahwa suatu 
pebuatan jahat tetap dianggap perbuatan yang mengganggu 
keseimbangan hidup.  
b. Sebagai Negara yang menganut pluralisme budaya, maka perlu 
dilakukan identifikasi nilai-nilai budaya lokal yang universal untuk 
dirumuskan dalam konsep penyelesaian pidana formal. 
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